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Abstrak                                              - Dalam Rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu 
memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas 
pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Lahat; 
 

                                                           - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil; 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil ; 
eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang 
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
ebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 
 

                                                           - Dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
tanggal 19 Januari 2026. 

 


